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Pendahuluan

“ .. Bukan lautan hanya kolam susu, kail
don jala cukup menghidupimu...” petikan
syair lagu KoesPlus yang populer di tahun
70-an harus dikoreksi, ini karena laut-laut
kita sudah hukan bak "kolam susu”. Laut
kita semakin tercemar limbah-limbah in-
dustri dan domestik, tangkapan nelayan
menurun drastis, ikan paus dan lumba-
lumba semakin sering terdampar di pantai,
para petambak udang danikan bandeng
tak jarang mengalami gagal panen diper-
parah dengan angin yang semakin ker=
cang, serta ombak pasang yang semakin
tinggi akibat perubahan iklim.

-Menurut laporan WWF (World Wide Fund
for Nature) Indonesia dan {PCC {Intergov-
ernmental Panel on Climate Change) pada
tahun 1999 temperatur tahunan di Indo-
nesia meningkat sebesar 0,3° C sejak tahun
1990. Dari sebuah model perubahan iklim

":".:(Sebagllai "upayﬂfa penegakan kedaulatan

diperkirakan bahwa temperatur akan me-
ningkat antara 1.1°C sampai dengan 64" C
pada tahun 2100 dengan kecenderungan
sebesar 0.1'C-0.4°C per tahun. Sementara
temperatur global akan mencapai mak-
simum 6,4C pada tahun 2100 dan akan
menaikkan permukaan laut sebesar 100
cm {1 meter). Namun menurut Dr. Stefan
Rahmstorf ahli kelautan dari Pustdam Uni-
versity Jerman pada sidang IAC di Praha
tahun 2010 bahwa kenaikan permukaan air
laut akan terjadi febih cepat dibandingkan
dengan data yangedilaporkan oleh IPCC
sebagai akibat lebih cepat mencaimya
es di Arktik dan Antartika sehingga pada
tahun 2100 kenaikan air laut diperkirakan
berkisar antara 1,75 - 1,90 meter.

Kepulauan Indonesia sangat rentan ter-
hadap dampak perubahan iklim tersebut,
seperti kenaikan temperatur udara; pening-
katan cuaca ekstrem terutama peningkatan
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_ :_curah hUJan‘ kenalkan permukaan iaut
& banjn‘ dan genangan air, krisis lpangan dan
kurangnya ketersedlaan azf tawar pada
wstayah«wﬂayah tertentu Perubahan iklim
juga berpoten5i memben dampak negatif
<bag| penduduk d1 wniayah pesssm karena
kena:kan permukaan air iaut sebesar satu
meter saja dapat menenggeiamkan 405 000
hekt_a_r wilayah pesisir dan menenggelam-
ké_n_ 2.000 pulau yang rendah.

Angin kencang dan ombak yang sema-
kin-ganas telah mengakibatkan banyak
keceiakaan kapal di laut yang memakan
korban jiwa dan materi serta sekaligus
mengacaukan jadwal-jadwal pelayaran
terutama bagi kapal-kapal ferry penyebe-
rangan, menghambat distribusi sembako,
pasokan bahan bakar minyak untuk wila-
yah tertentu dan memperpendek durasi
penangkapan ikan bagi para nelayan kita
di seluruh Nusantara. Perubahan iklim atau
pemanasan globalyang memicu kepaikan
air laut juga bisa dilihat dari gejala pe-
ningkatan frekuensi banjir,dan genangan
air di banyak kota sungai maupun kota

pelabuhan di Indonesia.

Perubahan iklim global jika dikaitkan de-
ngéh ke"ama'nah'dunia' menurut analisa
para ahli dapat mengakaba’ckan kekenngan,
kebakaran, keiaparan, banjir dan genang-
an, waba_h penyakit, yang bisa meruntuh- ‘
ka'n peme_rintahan di n_egara-negafa yang
relatif'fniskin, melemahkan negara ber-
kembang dan dapat mernicu pengungsian
besar-besaran ke wilayah atau negara lain
yang relatif lebih aman dan pada akhirnya
bisa menjadi penyebab berbagai konflik
bahkan perang.

Laporan analisa intelijen tahun 2009 dari
National Intelligence Council Amerika Se-
rikat yang juga disiarkan oleh stasiun TV
Al Jazeera pada tanggal 9 Oktober 2009
memperkirakan perubahan iklim dapat
menimbulkan eksodus sekitar 200 juta
pengungsi dari berbagai negara di Afrika
Utara dan Asia Barat menuju ke'Eropa,
Asia Tenggara menuju Australia dan dari
Amerika Latin menuju ke Amerika Serikat
(lihat gambar 1).

Gambar 1, Perkiraan Eksodus
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. --"CATA‘#‘A& G

' . Kasus pengun95| (pencan suaka) dari
_'_berbagal wslayah Tlmur Tengah dan
' 'Asna yang melewati Indones:a ment,uu
- Z_-il '-Austraita sempat menimbulkan per»
o .:"debatan sengtt antara pemenntah di
. _':Austraha saat ini dengan plhak opos:sz
_:__f_._'yang mengusuikan untuk mengusar
kembah kapal pencan suaka ke per-
:_"asran mtemas:onal walaupun panel
o 'mengatakan bahwa hal itu tidak prak-

- tis dilakukan.

Kebijakan Australia yang keras ter-

_ sebut sempat menuai kecaman dari
. dunia Internasional. Malah Australia
mengadakan kesepakatan dengan

.. Malaysia untuk menanggulangi peng- -

ungsi walaupun Malaysia belum me-
:rat_ifik_asi kenvensi PBB mengenai

_ .:pengungsi dan perlindungan peng-
ungsi. Hal lainiadalah Australia akan
membuka kembali pos-pos pusat
pemrosesan pencari suaka di Nauru
dan Papua Nugini. Apakahwpembu-
kaan kembali pos di Papua Nugini
agar lebih dekat dibandingkan pulau
Christmas atau untuk lebih mendo-
rong tumbuhnya pencari suaka dari
Papua Barat? waktulah yang akan
dapat menjawab kelak.

Tindakan Australia dengan tidak me-
libatkan Indonesia secara penuh dan
tidak menekan Indonesia untuk men-

.................................................
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' ._ _'.cegah arus pengurlgs: ketika berada:fj:_

i peralran kita, dapat dimengert:_g"'f
" karena mungkm Indonesia daanggap i
sebagal bag;an darl masalah yaltu_;’ : Re

. 'dengan terbukt:nya puiuhan ABK in~

'done5|a yang tertangkap membantu'{_- B
_ 'membawa pengungs: ke Australia
 atau mungkln Australta bﬂrusahaf:ﬂ_;‘-'
' '_untuk berhatl hati agar tidak mem_'_"." N
beri peluang bagi Indonesia memakai |
alasan tersebut untuk mencegat dan“" B

memeriksa kapal-kapal yang melewati
perairan indonesia sebagai bagian" ',
dari kebijakan Australia yang selalu i
menganggap perairan Indonesia ada- _
lah perairan internasional dan bahwa
kapal-kapal non bendera indonesia
berhak mefayari perairan kepulavan
Indonesia sebagai bagian dari asas
UNCLOS yaitu “freedom of naviga-
tion”

Pembahasan tentang antisipasi menghadapi
ancaman-ancaman tersebut sedang terjadi
di mana-mana baik di tingkat nasional, re-
gional maupun internasional. Para pemain
elite politik dan elite ekénomi internasional

“baik aktor negara maupun aktor industri

saat ini terus menerus sibuk memainkan
isu perubahan iklim demi kepentingan-
nya masing-masing maupun kepentingan
kolektif pihak tertentu. Karena di balik se-
mua ini terselip berbagai peluang, seperti
bisnis peralatan, permesinan, perkapalan
dan industri-industri lain yang berbasiskan
teknologi ramah lingkungan / hijau (green
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- Dampak Perubahan ikllm terhadap
badang pelayaran

: _'technoiog}’), bahkan untuk pzhak—plhak
 internasional terteniu perubahan iklim me- -
: rupakan petuang untuk bisa lebih survive” e T
“atau peluang untuk semaknn mendlkte"--:._' Bidang pelayaran {(navigasi maritim} peka
a terhadap p;hak—plhak [am 2 '-_.terhadap badai-badai dan kondisi angin
B % / gelombang, dan juga terhadap pasang
D D_en_gan demik_lan-m_aka tu!_isén ini men— ~surut laut di pelabuhan. Oleh karena, itu
coba membahas kerhungkidéﬁ"lpeluah'g_. : -'_antlsmaSi terhadap dampak perubahan
yang dapat dlgunakan oleh Indonesia: yaztu iklim merupakan hal yang penting.
menggunakan isu pengaruh perubahan .
iklim terhadap kelangsungan llngkungan

hldup, ketefsedtaan bahan pangan ke-

Perubahan iklim akan mengakibatkan sejum-
lah dampak umum pada navigasi dan op'e'r'as_i

selamatan peiayaran untuk menetapkan
zonasawzo_nam perhndungan di perairan
kita sebagai salah satu upaya untuk me-
negakkan kedaulatan kita di laut.

pelabuhan serta infrastruktur terkait. Seperti
pada gambar 2, tanda silang “x” menunjuk-
kan perubahan yang mungkin memiliki dam-
pak terhadap sektor terkait navigasi.

‘ o £g
e G 5 g
Drivers Potential impact 5 He | 20 @
pu Q| w = @
G R o
o W | Ow =
. Degradation, failure and replace-
increase in power and reach of me?':t P X X
storm surge, coastal flooding. spray - -
zone and erosion pasterns Changed dredging require- X
ments
Change in magnitude and duraticn
of storm surges and incidents of | Low land flooding X X
water over sea wall structures
Wave attack at & higher water le- s
vel reducing the energy loss of increased vuinerability of Struc- % % X
. tures
breaking
Permanent loss of sand offshore v X X
and onshore
Degradation of structures X X X
Loss of viable industrial land (port X X
enlargements)
Changes in frequency, duration and
intensity of Storms Retreat of coastal landscapes X
Problems in maneuvering X
Reduced regularity of the port X X
Reduced capacity of natural sys- X
tems to recover
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R L I I O D S T T T

S Ty Degradatton of matenais over |- o 1y X
| Change in the sea level range (and { time -
| other sea state Parameters) - .. | Exposure of decks of whan‘s and |y %
e - |'jetties {corrosion) .. -
.;l_ﬁé and icing. Access toPolar Regions (NW and X

‘NE Passages open all year) -

Maore freshwater in rivers, giv-
‘| ing more ice at river outlets in X

thenorth

Reduced ice cover will increase
bio-production in Polar Regions, X
sc northward refocation of fish
-| Change in sea. spray affecting X%
icing
Gafnbar no. 2 Potensi dampak terhadap navigasi {dikutip darl PIANC)

i
%

Dampak perubahamkhm terhadap pelayar- labuhan dan menurunnya jumlah
an secara garis besar dapat dikelompokkan pelavaran yang juga mengakibatkan
menjadl dua baglan pokok yaitu: terganggunya pemasokan bahan
: . pangan maupun bahan bakar mi-
o Dampak_la_ng_sung, dari kenaikan per- nyak.
mukaan air faut, meningkatnya keku- - Menyulitkan navigasi dan olah-gerak
atan badai dan ombak, percikan air bagi kapal-kapal baik dipelabuhan,
faut, genanga'n air, erosi pantai dapat daerah pesisir maupun di tengah
menyebabkan: laut.
- Kerusakan penahan ombak (break - Meningkatnya kerusakan muatan

water) dan dermaga di pelabuhan,
melemahnya mated konstruksi dari
besi baja, rambu navigasi (buoys)
di pelabuhan maupun lepas pantai
(offshore structures).
Meningkatnya keasaman air laut
yang mengakibatkan 4 Peningkatan
laju korosi besi kapal dan infrastruk-
tur di wilayah pantai / lepas pan-
tai.

Lenyapnya areal pemekaran pela-
buhan karena tergenang atau ter-
gerus (erosi).

Terganggunya jadwal pelayaran ka-
pal penumpang dan barang di pe-

akibat ombak, badai dan hujan serta
durasi peiayaran yang bertambah
lama karena cuaca buruk.

- Meningkatnya kecelakaan kapal
nelayan dan kapal-kapal dengan
konstruksi yang'kurang kuat.

- Menurunnya penangkapan ikan aki-
bat berkurangnya durasi penang-
kapan ikan dan akibat kerusakan
lingkungan disebabkan pencemaran
limbah dari daratan yang terbawa
banjir.

- Dan sebagainya

Dampak tak langsung, yaitu sebagai aki-
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ff"ﬁ_b’at :upéya untﬁk m'éhéhggUian'gi atau

| mengurang: berbagm dampak perubah~
" :'-an lkhm sebagalmana dlsebut dl atas
R '_;maka kebqakan maupun :nfrastruktur

_ dan alat transportas; harus dlsesualkan,

. antara seperti: :

Come Penyesuaaan peraturan keseiamat—
o an.navigasi, pengangkutan barang,
'bpe:‘a's'i_ kapal, lingkungan hidup,
prosedur di pelabuhan.

- Biaya untuk perubahan atau pe-

" nguatan infrastruktur pelabuhan,
~ bangunan lepas pantai, rambu na-
vigasi dan sebagainya.

- Biaya untuk membangun kapal baru
{slogan IMO : Greener ships for a
sustainable future) modifikasi ba-
ngunan kapal dan sebagainya yang
bertujuan untuk keselamatan dan
keamanan lingkungan. {Penyempur-
naan rancang bangun kapal baru;
baling-baling dan kemudi kapal
yang lebihvefisien untuk mengurangi
pemakaian bahan bakar).

- Biaya penambahan peralatan atau
modifikasi permesinan‘di kapal-ka-
pal niaga dengan yang ramah fing-=
kungan (Manajemen energi yang
efisien di atas kapal).

- Biaya pemakaian bahan bakar aiter-
natif yang lebih bersih.

- Biaya pengurangan emisi gas ru-
mah kaca dengan jalan Engine
optimization{EOP), process modifica-
tions dan After-treatment technolo-
gies (ATT).

T T R R R I N R

- Biaya _penér__nbahan peraiatan-penQQ_ ;

" olahan air tangki ballast (ballast
W(_Jtef i‘fe’dtment equipment) sesuai
konvensi IMO tentang ballast wa-

ter management tahun 2004. Dari

" semua dampak langsung maupun

“tidak langsung tersebut di atas:ter-

. lihat bahwa setiap langkah mitigasi

dan adaptasi terhadap perubahan
iklim dapat berakibat langsung pada
perekonomian di suatu negara ter-
utama negara berkembang seperti
Indonesia.

CATATAN (2):

Dari berbagai informasi di atas,
dampak perubahan iklim sudah se-
harusnya menjadi faktor yang diper-
hitungkan bagi keselamatan pelayar-
an khususnya. di perairan indonesia,
terutama pentingnya kebijakan untuk
menjaga kelangsungan hidup satwa
maupun pelestarian lingkungan di
laut oleh pengaruh berbagai macam
pencemaran maupun aktivitas manu-
sia di laut:

Salah satu upaya yang dilakukan
banyak negara adalah menetapkan
zonasi-zonasi di perairannya. Zonasi-
zonasi ini antara lain terkait dengan:
Keselamatan pelayaran; lingkungan
hidup, aktivitas industri dan militer.

Terkait perubahan iklim yang telah




-----------------------------------------------

..-nyata akhlr—akh;r ml dengan semakin

': menmgkatnya cuaca uruk di perair-
" an kita, maka harus dipikirkan pene-
i -"tapan zonaSl pe!ayaran terkait ukuran
: '3'1--_.dan konstruksx bangunan kapal-kapal
domestlk yang. dapat mengurangi
_.:;k_e_celakaan_d_i_ .__sa:at_.cua_ca buruk, se-
“ . bagai contohTNI AL mengoperasikan
o _k«f_:'\p'él—_k_apa!_ yéng lebih besar dan kuat
" di perairan sebelah Timur dibanding-
: .'-kéﬁ_perairan sebelah Barat indonesia,
o -.-_'hal tersebut tentu terkait dengan ke-
dalaman perairan dan tingkat cuaca
buruk yang dapat terjadi.

IMO memihak kepentingan siapa?

Indonesia terpilih kembali menjadi ang-
gota Kategori C dari Dewan Organisasi
Maritim Internasional {IMO} untuk periode
2011-2013 di Sidang IMO ke 27 pada tang-
gal 26 November 2071 di tondon.

Terpilihnya kembali Indonesia sebagai ang-
gota Dewan IMO adalah apresiasi dari
masyarakat internasional terhadap peran
Indonesia yang aktif memberikan kontri-
busi positif terhadap kegiatan IMO, khusus-
nya mengenai keamanan dan keselamatan
pelayaran dan perlindungan laut.

Majelis Organisasi Maritim Internasional
telah memilih negara-negara berikut un-
fuk menjadi Anggota Dewan periode dua
tahunan 2012-2013:

------------------------------------------
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e_-_l_(a’gegori_ YA"yaitu 10 Negara _dengari
. kepehtin'gar'\' terbesar dalam menye-~
diakan. jasa pelayaran internasionals
Cihé; Yunar'a'i, italia; Jepang, Norwegia, -
Panama, Republik Korea, Federasi Rusna, '
Inggris, Amerika Serikat. -
e Kategori"B"yaitu 10 Negara dengan ke~
pentingan terbesar dalam perdagang~.. -
an internasional lewat laut: Argentina, i
Bangladesh, Brasil, Kanada, Perancis,
Jerman, India, Belanda, Spanyol, Swe* -
dia. L
o Kategori "C” yaitu 20 Negara yang tidak . :
terpilih dalam kategori "A”atau“B"tetapi
memiliki kepentingan khusus dalam '
angkutan laut atau navigasi dan untuk
menjamin representasi dari semua wi-
layah geografis utama dunia: Australia,
Bahama, Belgia, Chili,
Siprus, Denmark, Mesir, Indonesia, Ja-
maika, Kenya, Liberia, Malaysia, Malta,
Meksiko, Maroko, Filipina, Singapura,
Afrika Selatan, Thailand, Turki.

CATATAN {3):

Dari struktur dewan IMO di atas, de-
ngan mudah dapat kita tebak ke arah
mana atau titik berat keberpihakan
dari kebijakan-kebijakan yang dihasil-
kan oleh IMOQ. Karena kriteria negara-
negara dalam kelompok kategori “A”
didasarkan atas besarnya kepemilikan
arrmada kapal, demikian juga pada ka-
tegori “B" dilihat dari besarnya perda-
gangan melalui transportasi laut, dan
pada kategori “C" dilihat berdasarkan




JURNA%. CSICI oE VIF No 38 Tahun 2012

..................................................

: o kepentmgan khusus da!am angkutan
- '!aut atau navrgam Dan yang ter[eblh
o pentmg yaltu keputusan suatu sndang
:_iMO atas suatu isu baru basa daambal
T berdasarkan suara mayontas yaltu
"dua per t;ga dan total anggota Maka
e 'bayangkan saja baga;mana suhtnya
lndonesm pada waktu mengusulkan

ALKI (Alur Laut Keputauan indones:a}
'karena daEam ke!ompok kategori “C”
" saja anggota anggotanya sebaglan

" besar berkiblat ke negara- negara

' 'utama tertentu dl kategorl "A” B

'Tidakwsa'[ah k_alau_ secara garis besar
dikatakan bahwa IMO dikuasai oleh
Negara-negara _industri Barat.

Pada bulan Juli 2017, lebih dari 150 negara
anggota IMO menyimpulkan perjanjian
untuk ~ mengurangi emisi C02 dari industri
pelayaran. Inj adalah kesepakatan global
pertama untuk suatu sektor industri secara
menyeluruh. Sebagai hasil dari amande-
men Konvensi MARPOLkapal-kapal baru
harus dibangun dengan EEDI(Energy EF-
ficiency Design Index), sedangkan mulai
tahun 20713 semua kapal, termasuk kapal
yang ada, harus menggunakan SEEMP
(Ship Energy Efficiency Management Plan)
untuk mengendaiikan konsumsi bahan
hakar dan mengurangi emisi.

Hukum maritim (UNCLOS) dan IMO me-
mastikan setiap negara memiliki tanggung
jawab legisiatif dan penegakan yurisdiksi

............................................

-_'atas kapa! kapainya termasuk pelabuhan
“dan peralran pesisirnya. IMO mengem-

'bangkan dan menjalankan kerangka kerja

':_serta peraturan yang komprehensaf yang

harus dlbertakukan melaim pemermtah

“negara-negara anggota. Dengan pola ma,

maka apabila sebuah kapal yang mengam-
bil bagian dalam pelayaran internasional,
negara benaera wajib memastikan ba hwa
kapalnya telah memenuhi persyaratan
kon\}ensi dan kesepakatan internasional.

Lebih dai itl, segera setelah suatu negara

meratifikasi instrumen IMO, peraturan ter-
sebut tidak hanya diterapkan pada kapal-
kapal di bawah bendera nasional mereka
tetapi juga berlaku bagi kapal-kapal yang
memasuki pelabuhan dalam wilayah hu-
kumnya.

Dengan demikian slogan ekonomi hijau
dan biru sebagai pembangunan berkelan-
jutan dengan memperhatikan lingkunigan
hidup dan sosial, dalam praktiknya, di-
manfaatkan negara-negara'maju untuk
terus memaksimalkankeuntungan tetapi
bagi-negara-negara berkembang seperti
indonesia yang sedang memacu pertum-
buhan di bidang industri pelayaran akan
kembali terhambat oleh segala peratur-
an/persyaratan serta biaya-biaya baru yang
pasti akan memberatkan para pengusaha
kapa! nasional.

Jelaslah bahwa Isu globalisasi perdagang-
an dan perubahan iklim telah dijadikan
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s _-"@:pertumbuhan ekonomi negara negara

¢ mbang sepert; Cina, Indla termasuk

[n onesia, atau lebih 3elasnya adalah un-
_ :yang mengatur masalah kapal dan kesela
dan perdagangan negara negara maju ;
(B2 DIHE ; il sama yang mengurusi masalah- masaiah_ S
' alur atau lalu imtac pelayaran

o tuk méngamankan kepentmgan ekonoma

o Memang kaiau kita mengacu pada COP 73
o 13th Conference of the Part:es to the
: 'Umted Nanons Framework Convent:on
on Chmate Change) di Bail, ada meka-
nisme bantuan bagi negara berkembang
untuk mengurang[ emisi melalu: pelestari-
an hutan dan perba:kan lahan hutan yang
telah rusak (REDD 4 Reduct:on Emission
from De"oresmtron and Degradation)
tetapl dengan kebuakan—kebijakan baru
di bidang pelayaran tersebut di atas yang
akan memberatkan pembangunan maritim
klta, tidak salah kalau ada pendapat yang
mengatakan “dibantu di hutan tapi di-
makan dl laut"

IMO dan Alur !.aut Kepulauan
Indones:a

Sebagai salah satu opsi perimbangan,
negara-negara berkembang terutama ne-
gara kepulauan seperti Indonesia dapat
menggunakan isu yang sama untuk mem-
perbaiki posisi tawar (bargaining point).
Sebagai misal isu kelestarian lingkungan
hidup dan perubahan iklim dapat kita
manfaatkan untuk lebih meningkatkan

..........................................

_'-aiat -st_rateg!s untuk menghambat Ia;u _.'.'__:upaya pengeioiaan wilayah laut kita con
- tohnya yang berkaitan dengan Alur Laut

Kepu[auan Endonesaa (ALKI, Archipelagic '

JURNAL CS}C! Voi Vi! No 38 Tahun 201 2

Sea Lanes) karena Badan Internasional -

matan pelayaran mempakan badan yang_} ]

'Péd'a _b'u!_an' M_éi tahun 1996 Indonesia
méh_gajuka_n_p_enentuan tiga ALK! di dalam
wilayah képulauan kepada IMQ, karena
IMO telah mengklaim bahwa mereka ada-
lah Badan Internasional yang berkompeten
sesuai UNCLOS pasal 53 ayat 9 untuk me-~
nentukan Alur Laut Kepu!auan. Ternyata
IMO dalam urusan ALKI tersebut diuntung-
kan eksistensinya dengan adanya proposal
Alur Laut Kepulauan yang diajukan oleh
indonesia yang merupakan proposai ALK
satu-satunya dan yang pertama.

IMO telah mengadopsi_proposal Indo-
nesia pada tahun 1998 namun karena
keanggotaannya didominasi oleh negara-
negara Barat maka produk kebijakannya
cenderung lebih mementingkan kelompok
negara-negara tersebut. Hal ini terbukti de-
ngan tiga buah ALKI (ALKl 1,2 dan 3) yang
bersifat Utara-Selatan yang diusulkan oleh
Indonesia ke pihak IMO hanya dianggap
sebagian atau parsial dari Alur-alur yang
akan ditetapkan sesuai UNCLOS karena
sebagian besar negara-negara pemakai
alur terutama Amerika Serikat dan Australia
tetap menuntut adanya Alur Laut Kepulau-
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an yang bers;fatT;mur-Barat yang sampa:

- sekarang masuh dlulur oleh Indone5|a (I|hat

_ gambar 3 dan 4}

¢

tahun 2002 tentang A!ur i,aut Kepulauan_r_._
Indonesia (Ilhat gambar 4), yang terdiri dari
tiga buah bers;fat Utara-Selatan ‘dan Iaiu :

e : o = =T

Gambar no. 4. ALK! sesuai PP no. 37 tahun 2002,

Indonesia bukan saja tidak melanjutkan
tuntutan negara-negara Barat yang secara
legal disalurkan lewat keputusan IMO ter-
sebut malah pada tahun 2002, indonesia
menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 37

lintas di luar ALKl tersebut tunduk kepada
asas lintas damai (innocent passage) saja. Hal ini
bagi beberapa analis asing bisa juga diartikan
sebagai kehilangan kepercayaan Indonesia
terhadap IMO sebagai arbitrasi yang netral,




..........................................

L _tetapl terkait masalah ALK ;elas»;elas cende-. .
' _ 'rung memxhak kepada negara-negara Barat -
-dengan_a!_asan kepentingan Internasional, - -

' 'Alas':a'"h"keer:]g'ganan Indonesia untuk
: _mengadakan ALKI Timur-Barat ini dapat
'dlmengertl antara Ialn terkatt masalah

_hankam karena J;ka dilintasi kapal kapal_
-_perang’ 'smg karéna Jaraknya yang dekat :

dapat rﬁﬁengancam ibukota Jakarta, serta
obyek-obyek vital dan strategis Ia;nnya
sepert; pangka[an pangkalan TNI AU-AL-
AD, pelabuhan-pelabuhan utama, Pem-
bang_lgit_ Tenaga listrik, kawasan industri
lepas pé_htai..dah sebagainya. Belum lagi
masalah keselamatan pelayaran yang ber-
kaitan dehgjan padatnya lalu-lintas di laut
Jawa dari dan ke pelabuhan-pelabuhan di
pantura pulau Jawa ke berbagai penjuru

tanah air demikian juga halnya dengan_

penerbangan .

Berkaita'n dengah ist-isu perubahan iklim
dan hngkungan hidup akhir-akhir ini
mungkm periu kita tambahkan alasan
tidak perlunya ALK timur-barat yaitu
untuk menghindari ancaman terjadinya
pencemaran dan kerusakan terhadap ke-
anekaragaman hayati laut (lingkungan
hidup), taman laut, cagar alam, kegiatan
perikanan, kesehatan dari puluhan juta
masyarakat pesisir dari kemungkinan ke-
celakaan kapal-kapal perang bertenaga
nukiir, kapal-kapal barang raksasa yang
pasti secara terus menerus akan menjalan-
kan peralatan sonarnya untuk memonitor

................................................
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kedalaman laut yang dilayari tetapi meng-
ékiba_'tka_n kematian dan pengaruh negatif
terhadap spesis-spesis laut tertentu seba-:

: -.gai_ bagian dari kebijakan food:;ecu_ril_j/.

-Pada UNCLOS pasal 53 ayat 12, kapai laut -
".dan pesawat terbang asing tetap dapat e - S KR
: Iaicsanakan haknya dengan menggunakan :
-"ruteur_u_te normal” yang digunakan untuk -.j.': s
pélayaran internasional. Yang dimaksudkan

dengan rute-rute normal menurut UNCLOS
ini tidakjelas namunyang pasti bahwa figa
buah ALKl yang diusulkan Indonesia pada
tahun 1996 dan telah diadopsi dengan
catatan “partial designation” oleh IMO pada
tahun 1998 juga tidak berarti apa-apa bagi
Amerika Serikat dan Sekutunya. Hal ini ter-
bukti dengan ratusan lintasan di luar ALKI
tersebut dilakukan oleh kapal-kapal perang
Amerika Serikat sejak tahun 1997 sampai
sekarang bahkan pernah pada puncaknya
tahun 2003 selain melancarkan protes resmi
terhadap penetapén PP 37 tahun 2002
kapal-kapal perang AS. vaitu kapal induk
USS Carl Vinson dan lima buah jet tempur
F-18 Hornet melakukan manuver provoka-
tif dekat pulau Bawean'seolah menantang
Angkatan Laut kita yaitu Armada Timur
yang berpangkalan di Surabaya dengan
alasan bahwa mereka melayari perairan
internasional?.

Sejak era sebelum perang dingin, Ameri-
ka Serikat sangat agresif dalam masalah
penerapan ‘freedom of navigation” di luar
wilayahnya sendiri, terutama di alur-alur
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£ Jaut kepulauan Indonesia. Alasannya untuk
membendung komunlsme, mengamankan
L ;aiur ioglstlk migas negara-negara saha-
batnya seperti Jepang, Korsel dan Taiwan
- dan agenda tersembunyi lainnya. Alasan
. 'rﬁémbenduhg ‘komunisme -tela_h_-t.isang
sejak ‘runtuhnya’komunisme Rusia dan
Ciha" 'yang.-'-'s'ekaligus mengakhiri perang
dingin terbukdi dengan berubahnya sikap
Amerika Serikat dkk. terkait masalah Timor
Timur, yang kemudian digantikan dengan
faktor yang tidak kalah penting yaitu "pe-
rang melawan terorisme” dan perlunya
“keseimbangan kekuatan” di Asia Tenggara
terhadap bangkitnya pengaruh Cina dan
India terkait dengan kepentingan Amerika
Serikat di Asia Timur dan Pasifik. Bukankah
sikap Amerika Serikat dkk. berubah sedikit
lebih mesra terhadap Indonesia? Dengan
demikian, hampir pasti dapat kita katakan
bahwa dengan atau tanpa ALK}, kekuatan
militer negara adidaya Amerika Serikat yang
notabene juga tidak meratifikasi UNCLOS
akan tetap semaunya melintasi perairan
kita lewat jalur mana saja dan kapan saja
sesuai keperluannya dalam mengimbangi
peningkatan kekuatan Cina dan India, de=
mikian juga negara-negara sekutu Amerika
Serikat yang meratifikasi UNCLOS pun akan
menggunakan alasan “Partial Designation”
dari IMO untuk melayari alur perairan kita
sesuai “rute internasional normal” versi
mereka dan mengabaikan ALKl selama
kita belum memenuhi keinginan mereka
untuk menetapkan ALKI yang berjalan
Barat-Tirmur.

79

..............................................

Sebenarnya beberapa analis berpendapat
bahwa dari aspek hankam, ALKI dapat men-
jadi potensikerawanan yang harus diwaspa-
dai, karena keberadaan ALK| justru menjadi
jalan paling aman bagi kekuatanasing (aktor
negara maupun non negara) yang berr_ri_ak—
sud mengancam matpun merugikan NKRI,
sehingga menurut mereka mau tidak mau
untuk mengantisipasi ancaman keamanan
dan kerugian adalah dengan membangun
kekuatan Hankam terutama kekuatan udara
dan laut yang sekarang sedang giat-giatnya
dilakukan pemerintah.

CATATAN (4)

Pengertian istilah “rute normal inter-
nasional”yang dipakai oleh kelompok
yang menghendaki akses maksimum
ke perairan kepulauan kita tidak jelas.
Karena bisa saja kita berargumentasi
bahwa rute normal jika yang dimak-
sudkan rute yang biasa dilayari saat
UNCLOS ditetapkan sekian dasawarsa
yang lalu tentu sudah tidak normal
lagi untuk masa sekarang, mengingat
ukuran-ukitran kapal saat ini jauh le-
bih besar dengan sarat (draft} yang
juga lebih dalam. Belum lagi kalau
kita memperhitungkan lafu-lintas pe-
layaran domestik terutama kapal-kapal
Ferry yang mengangkut penumpang
dan kapal-kapal barang yang meng-
angkut komoditi strategis antar pu-
lau yang jauh lebih ramai sehingga
kapal-kapal internasional tidak bisa




.......................................

""_"semaunya menentukan ;alur lmtas-

'Z_'_'-.-annya di. peralran kita meng[kutl rute '

".'-':mternasmna{ yang normal di masa laly.
i "'"Mengenai kntena rute snternasmnal

anht Commander U.S. Navy Tahun
1998 atas refcana Indonesia: untuk
" 'menetapkan ALKI saat itu, di mana
| ":.bédé"h'éiamén 2 ia mengatakan: “But
o "__'Indones:an or any other arch:pe!ag:c
" 'nationfs, sovereign control over the wa-
ters within its archipelagic baseline raises
immediate concerns by maritime nations
like the United States for their continued
access to traditional routes of maritime
passage and overflight from one region
" of the high seas to ariother Jelas bahwa
‘traditional routes of maritime passage
yang dimaksudkan adalah rute yang
mungkin biasa mereka pakai pada era
nerang dunia kedua atau bahkan jauh
sebelum itu.

Kemudian yang juga sama penting-
nya, adalah kawasan-kawasan perairan
yang saat ini termasuk kawasan yang
dilindungi terkait lingkungan hidup,
sumber makanan dan ekonomi masya-
rakat pesisir, kawasan industri migas
lepas pantai dengan berbagai infras-
trukturnya seperti pipa-pipa bawah
laut, jaringan kabel komunikasi bawah
laut yang pada masa lalu tidak ada te-
lah memberikan kerawanan tersendiri
bagi Indonesia. Terkait “Ships Routing”

:5':'__’.yang normai versi pihak asing terse- -
but b:sa ktta llhat darl anahsa Dawd I
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atau béhgeibiaan lalu-lintas pelayaran -
'_sesuéi_ konvensi SOLAS Bab V, maka .
““Internatiohal-Maritime Organization” .
 (1MO) diakui sebagai satussatunya ba-
dan internasional untuk menetapkan -
sistem tersebut dan panduan bagi.

‘negara-negara anggota untuk menga- . |
jukan proposal “Ships Routingdan Ship .+ 4| -

-Reporting System” yang diatur dalam
MSC/Circ.1060, 6 January 2003,

Di sini terlihat bahwa Jalur Pelayaran
{Ships Routing) secara internasional
harus diajukan oleh negara anggota ke
IMO untuk penetapan. Dengan demi-
kian jalur pelayaran internasional yang -
lazim dipakai “routes normally used for
international navigation” seperti yang
dikatakan dalam UNCLOS pasal 53
ayat 12, seharusnya merupakan hak
interpretasi negara anggota yang ke-
betulan juga sebagai negara kepulau-
an seperti Indonesia dan bukan hak
negara bendera kapal untuk semaunya
menetapkan pengertian normaf routes
di perairan kepulauan kita.

Penegakan kedaulatan di laut bukan
hanya aspek hankam

Mudah dimengerti bahwa untuk menun-
jang upaya-upaya penegakan kedaulatan
di wilayah laut kita tidak cukup hanya
membangun kekuatan militer tetapi harus
juga disertai alasan-alasan yang kuat dan




JURNAL CSICI VoE Vll No 38,.:. S

"iuas bagl mstanS| keamanan k;ta untuk

' "meiakukan tmdakan yang sah terhadap

setiap. ancaman yang datang dar; dalam
: '."-"-maupun Iuar Upaya upaya tersebut telah
o .kita Ithat dengan berbaga; penetapan un~ _
-dang undang maupun peraturan, sepertl
PP 37 tahun 2002 Tentang Alur Laut Ke- .
pulauan lndonesra UU No. 17 tahun 2008

- Tentang Pe!ayaran dan lain- Iam

_Beberapa tahun terakh;r inl sering didis-
kusikan Lentang periunya kebi}akan Ocean
Governance atau Pemermtahan Dilaut, yang
oleh pihak BAKORKAMLA (Badan Koordinasi
Keamanan Laut) teiah dirumuskan dengan
tepat s__e_baga_l_s._gatu _ffs;s_tem_admnmstrasr
pemeri'n_t:éha'n hég'a_ré__di laut dan manaje-
men pehégaké_h hukum dan keamanan
di ';!_é_:'ijt"f'._'Bakorka'mla adalah badan resmi
yang mengkoordinasi unsur kekuatan mi-
liter dan institusi negara lainnya seperti
Kemhub, Kemlu, Kemhan, Kemkeu {Bea &
Cukai), Kem. Kelautan dan perikanan, TNI
dan Polri yang mempunyai peran strategis
untuk menjaga dan'm'empertahankan wila-
yah perairan Republik Indonesia:dari segala
bentuk ancaman baik dari luar maupﬁn
dalam negeri dalam arti yang luas.

Oleh karena itu melalui Bakorkamia sebe-
narnya koordinasi penegakan kedaulatan di
wilayah laut kita bisa semakin ditingkatkan
yaitu dengan menggunakan semua aspek
maritim baik dari aspek hankam, lingkungan
hidup, perubahan ikiim, ekonomi, kriminal,
keselamatan pelayaran dan sebagainya.

Jad; merangkum semua kepentmgan pe—';_f-'_
menntahan yang berkaltan dengan wnla{

; yah laut kata dengan tUJuan menegakkan"‘j
: kedau!atan marmm NKRI, artmya semua'

aspek hankam aspek kesetamatan pelayar—'
an, perubahan iklim dan Ilngkungan hldup,"f"
kegiatan ;imlah dan industri di laut dan lam_
sebagainya dikoordinasi oleh BAKORKAMLA
sehingga Wtiayah perairan kzta benarwbenar
tetkelola secara terpadu, -

Dengan demlk:an pandangan dunla lnter?
nasional terhadap Upaya-upaya penegakan ;
kedaulatan_secara terpadu itu tidak me-
nimbulkan éntipati dunia internasional ka-
rena tidak semata-mata hanya pendekatan
militeristik yaitu aspek hankam NKR! tetapi
mencakup juga aspek-aspek perlindungan
lingkungan hidup, penanggulangan dam-
pak perubahan iklim, keselamatan pelayar-
an, kearmanan bagi kegiatan pariwisata, kea-
manan bagi industri lepas pantai, keamanap
dan kelestarian wilayah pesisir, keamanan
sumber makanan dan sebagainya'yang
juga merupakan kepentingan masyarakat
regional maupun internasional.

Berikut ini adalah contoh beberapa negara
yang secara cerdas menggunakan berma-
cam isu maupun aspek untuk meningkat-

- kan penguasaannya atas wilayah perairan-

nya walaupun negara-negara itu pada sisi
lain merupakan pendukung utama asas
"Freedom of Navigation” Negara-negara
itu dengan dasar aspek-aspek tersebut di
atas menetapkan bermacam-macam sis-




B persenjataan dan sebagamya o

s S

| Zonasz —> Marme Protected Area (MPA):

Menurut IUCN (Intemationa! Union for Con-

ervatlon of Nature}, definisi MPA ada!ah
A clearly deﬁned geographrca! space, rec-
og_mzed, dedicated and managed, through
leg'a_l or other _effecrive means, to achieve
the [o_ng?te_rm conservation of nature with
associated ecosystem services and cultural
values” - '

CATATAN (5):

Kai_au di indonesia disebut Kawasan
Konservasi Perairan (KKP) yaitu wilayah
peréiran termasuk flora, fauna dan co-
rak budaya dan sejarah yangberkaitan,
dilindungi secara hukum maupun cara
lain yang efektif, melindungi sebagian
atau seluruh lingkungan di sekitarnya.
Sebenarnya di Indonesia terminologi
yang digunakan ada beberapa, antara
lain ialah: kawasan perlindungan laut
(KPL), kawasan konservasi laut (KKL),
kawasan konservasi perairan (KKP),
daerah perlindungan laut (DPL), ka-
wasan konservasi laut daerah (KKLD),

m nasi _terkalt keiestaﬁan Ilngkungan_ e

o hadu" "'cﬁagér alam, arkeologi |imu penge—'_ .

':képloras; sumber. energi lepas'

e :_pantai,_keselamatan pelayaran kegtatan -
B _millter sepert; latlhan perang, percobaan "
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) .__-suaka perikanan, kawasan suaka alam’
- (&sA) dan kawasan perlzndungan alam
~ (KPA). Di sini terbukti bahwa koordinasi

BAKORKAN!LA dlbutuhkan untuk me-
'nyatukan seiuruh kebuakan marxt:m_:_-:
: :"__yang terkesan mstltusmnai menjadn'-f
o lebih bersn‘at nasmnai ' :

Gambar no. 5 UK- Marine Protectad Area

Di Inggris, suatu badan publik yaitu JINCC
(ioint Nature Conservation Committee) ber-
tanggung jawab untuk memberi masukan
kepada pemerintah berkaitan dengan MPA
di perairan lepas pantai. PerandNCC ada-
lah mengidentiﬁkasi MPA yang terdiri dari
Speaa! Areas of Conservation (SACs), Special
Prot‘ect:on Areas (SPAs), Sites of Special Sci-
entific Interest (S551s). (lihat gambar 5).

Secara total ada 96 buah SAC yaitu 84
SAC yang berada di perairan pedalaman,
10 SAC di perairan lepas pantai dan 2 SAC
berada di antara perairan pedalaman dan
lepas pantai. '




- Zonasi-> Strategic Environmental -
Areas (SEA). . '

Department of Energy and Climate<Change
(DECC = Departemen Energi dan Perubah-
an [klim) Inggris merupakan regulator uta-
ma minyak Iépas pantai dan industri gas,
menggunakanSEA (Strategic Environmental
Areas) sebagai sarana untuk menetapkan
keseimbangan antara mempromaosikan
pembangunan ekonomi sumber daya lepas
pantai Inggris, energi dan perlindungan
lingkungan yang efektif.

SEA adalah Suatu program Kajian Lingkungan
Hidup Strategis melalui mana perlindungan
lingkungan dan pembangunan berkelanjut-
an di Inggris untuk dipertimbangkan dan
ditetapkan dalam keputusan pemerintahan
nasional dan lokal mengenai rencana dan
program perizinan eksplorasi minyak dan gas
dan pembangunan energi lepas pantai (wind
farms). Proses iniperiuiuan untuk mermbantu
menginformasikan keputusan Menteri me-
lalui pertimbangan implikasi ingkungan dart
tindakan yang diusulkan,

Departemen Energi dan Perubahan tklim
Inggris membagi landas kontinen Inggris
menjadi delapan wilayah berurutan {lihat
gambar no. 6) untuk eksplorasi minyak dan
gas serta produksi sejak tahun 2009.

Seluruh landas kontinen Inggris dimasuk-
kan dalam program SEA ini walaupun se-
benarnya ada wilayah seperti (SEA8) tidak

mempunyai prospek atau tidak .r_nena__rik_'

bagi industri energi lepas pantai.

Gambar no. 6 UK-Strategic Environmental Areas (SEA).

Zonasi —:Special Areas dan
Particuiarly Sensitive Sea Areas (P55A)

\*_ % Farllilarty Benaltv Bea Ared
J Z/A EpeciatAied

B ® R gn fmiusion Gentrel Area

Gambar no. 7-5A, PSSA, SECA di lout Utora.,
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- : IMO sebagal badan mar;tlm :ntemasmnal

E '.mengaku; bahwa daerah daerah laut ter-

"tentu memerlukan rezim peraturan yang
: ketat terkalt pencemaran yang berasaldari
. .kapal kapal dan juga terifalt mana;emen

L]

: Laut--Utara (North Sea) teiah ditetap-
ka" sebagai Kawasan Khusus (Special

'-__-Areé) berdasarkan MARPOL Annex
v pada’ tahun 1991, Pembatasan-
."pembatasan yang lebih ketat untuk

'pembuangan sampah diberlakukan

di wilayah laut ini.

Wilayah perairan Barat-Laut Eropa
(North West European Waters) di-
tetapkan sebagai Kawasan Khusus
{Special Area) berdasarkan MAR-
POL Annex 1 pada tahun 1999 yang

“mengarah ke pambatasan yang lebih

ketat terkait pembuangan minyak dan
fimbah minyak di daerah ini.

Laut Utara (North Sea) telah ditetap-
kan sebagai Kawasan Pengendalian
Emisi (Seca) Oksida Suiphur (SOX)
atau Sulphur Oxides (SOX) Emis-
sion Control Area (SECA) di bawah
MARPOL Annex VI pada tahun 2007.
Kapal-kapal harus mematuhi per-
syaratan emisi dan kualitas bahan
bakar yang lehih ketat jika mereka
hendak melewati daerah ini. Kapal di
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kaWasan ini hanya diizinkan untuk mem-__:__ _'
bakar bahan bakar dengan kandungan - |

sulfur-yang.rendah.

Laut Wadden dan perairan Eropa Barat =
telah ditetapkan sebagai Kawasan Laut =~ -

Khusus yang Sensitif atau Particularly
Sensitive Sea Area (PSSA} pada tahun

2002 dan 2004, masing-masing, sebagai . . 7

pengakuan atas pentingnya ekologi,
sosial-ekonomi atau kepentingan ilmiah
(Scientific Importance).

CATATAN (6) :

Perairan NKRI yang memiliki luas laut
7.900.000 km2 meliputi laut Teritorial,
Laut Nusantara, dan Zone Ekonomi
Ekslusif. Jika kita bandingkan dengan
perairan di Inggris bahkan perairan Ero-
pa Barat akan menyadarkan kita betapa
laut kita jauh lebih bernilai sehingga
sangat pantas jika selurubnya dijadikan
kawasan laut yang dilindungi dalam arti
yang seluas-luasnya karena memiliki ke-
kayaan-kekayaan, lokasi-lokasi kritis dan
fungsi-fungsi-penting secara nasional,
regional maupun internasional sebagai
berikut :

- Luas ekosistem terumbu karang yang
mencapai 75.000 km2 atau 17% dari
luas terumbu karang dunia.

-~ Terdapat 2500 spesies hewan lunak
laut (marine molusca), 2000 spesies
udang-udangan (krustasea), 82 gen-
era dengan sekitar 590 spesies ka-
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L rang scleractm;an 6 speszes penyu--
“laut, 30 mamaha Iaut dan lebih dari -

= '-2 500 spesues |kan laut atau 26%

i -spe5|es Ikan Jaut di Dunia..

"~ Paus Biru (Balaenoptera muscuius)

'yang merupakan mamaha terbesar
~juga berseliweran di perairan dalam
Indonesia. e
Kudadlaut terkecil di dunia adalah
Satomi pygmy (Hippocampus sato-
miae) sebesar 13mm ada di perairan
Pulau Derawan, Kalimantan Timur,
Memiliki spesies hiu terbanvak, se-
kitar 150 spesies, termasuk Hiu paus,
whale shark atau hiu geger lintang
{(Rhincodon typus} yang dinobatkan
menjadi ikan terbesar dunia, dengan
panjang 65 meter dan berat men-

capai 37.000 kg.

Terkaya akan penyu laut, 6 dari 7 je-
nis ditemukan di perairan Indonesia:
Penyussisik; (Eretmochelys imbricata),
Penyu hijau {Chefonia myé'a} Penyu
lekang (Lepidochelys ofivacea) Penyu
belimbing (Dermochelys coriacea) Pe-
nyu pipih (Natator depressus) Penyu
ternpayan (Caretfa caretta).
Perairan Raja Ampat, Papua Barat,
merupakan pusat keanekaragaman
hayati dunia karena teridentifikasi
paling banyak, memiliki 1.352 spe-
sies ikan karang dan biota laut lebih
kaya dari wilayah perairan lain di
dunia.iMark V Erdmann Ph.D).
Perairan Teluk Cendrawasih di Pa-
pua Barat juga merupakan kawasan

..................................................

p_er_a'ir_a'h-'dengan tingkat perairan
: éhde__mi_s (khas daerah setempat)

tertinggi‘di dunia dengan 20 jénis
ikan karang'yang endemis (Mark

Erdmann Ph.D).

- _-Hutan Endonesna sebagal paru-paru

dunia.

- Luas wilayah Indonesia adalah dua per-
- tiga luas wilayah ASEAN, sehingga

laut indonesia merupakan sumber
makanan tidak saja bagi Indonesia
tapi juga secara regional.

Sekian puluh Taman Laut Nasional.
Beberapa gunung aktif di bawah air,
pulau-pulau gunung berapi.
Sekitar 460 huah kerangka kapal
antik yang berada di dasar perairan
Indonesia dalam rentang waktu 2000
tahun. (Hasyim Jalal Maret 2012,
Bisnis Indonesia).

Ribuan instalasi-instalasi pengebor-
an minyak dan gas lepas pantai.
Ribuan kilometer pipa dan kabeiba-
wah laut baik untuk energi maupun
komunikasi.

Ribuan lokasi berpotensi untuk pe-
nelitian.ilmiah bawah air.

Ratusan lintasan jalur-jalur kapal
layar tradisional, maupun nelayan
menurut musim dan karakteristik
arus yang merupakan rute sejak ri-
buan tahun yang lalu.

Ribuan rute pelayaran domestik bagi
angkutan laut nasional kita yang
membawa penumpang dan komo-
diti strategis antar pulau.




;cian lepas pantai yang merupakan_

. sumber mencan naﬂ<ah dan sumber
j._}:makanan bagl ratusan Juta rakyat
o __indonessa

- Sebagalmana kita menyebut”Tanah :

"'_'_'-_Azr IndoneSia atau Nusantara laut

' -Z.j_-'--_.'merupakan media pemersatu bagi

_ .-_ba_r_a_gs_a_- Indonesia yang tinggal di

* - tanah-tanah yang terpisah (pulau-

: '.p_u_l_au} namun direkat dan disatukan
oleh latit. o

Zonasi = Military Training Zones.

Militer Inggris dari ketiga angkatan yaitu
uddra, laut dan darat memiliki daerah-da-
erah latihannya sendiri di wilayah Inggris
bahkan di luar negeri yaitu di wilayah-wi-
layah negara anggota persemakmuran.

--:;'Jutaan kiiometer daerah pesisir. -

Summary JW Trg Areas

Gambar no.8 - UK, Military Training Areas.
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.-D; !nggris w;iayah yang dsgunakan untuk
iat;han militer merupakan Zoha-zonayang

sudah ditentukan seperti yang digunakan

'untuk latihan gabungan JOINT WARRIOR
-(Inggrls dan NATO) baik di lautmaupun
di darat contohnya pada gambar 8§, latih-

an -gab_ungan tersebut diadakan dua kali
dalam setahun. -

Walaupun zona latihan saling tumpang
tindih dengan kawasan-kawasan konset-
vasi yang peka, perencanaan latihan selalu
mempertimbangkan lingkungan hidup ter-
utama terkait dengan penggunaan sonar
maupun amunisi.

Amerika Serikat

Zonasi > Marine Protected
Area WPM:

Institusi yang menangani
MPA vaitu Badan Admi-
nistrasi Samudera dan
Atmosfer Amerika Se-
rikat (National Oceanic
and Atmospheric Admin-
istration) merilis sebuah
peta baru dari sejumiah
1.700 kawasan konservasi
laut negara. Hampir 40%
perairan Amerika Serikat
dilindungi dengan ber-
bagai cara. Hanya 1% saja
MPA melarang semua ke-
giatan dilakukan di wi-
layah tersebut, namun
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attﬁrén iarangan untuk kegiatan tertentu

| 'tergantung dari keadaan alias tldak Jeias
(L:hat gambar no. 9)

rencana sewa lima -téhuh yang tunduk -
pada revisi 1ahunan untuk mengatur se-
tnap sewa Iepas pantal yang ter}adx selama

exico

=

Gambar no. 9 - Marine Pratected Areas. (belum termasuk Alaska dan lainnya).

Zonasi > Oil and Gas Exploration
and Developing @

Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat
bertugas menantukan strategi berbasis
ilmu pengetahuanyang seimbang untuk
mengeksplorasi dan mengembangkan
sumber daya minyak dan gas di Outer
Continental Shelf (Landas kontinen fuar),
Strategi tersebut menggunakan ilmu pe-
ngetahuan dan teknologi baru untuk me-
ningkatkan produksi minyak dan gas di
landas kontinen luar, sekaligus melindunagi
perikanan, pariwisata, dan tempat-tempat
di pantai Amerika Serikat yang terlalu isti-
mewa untuk di bor. (Lihat gambar 10).

Sekretaris Dalam Negeri mempersiapkan

periode rencana. Setiap rencana lima tahun
menetapkan jadwal penjualan sewa yang
diusulkan, menentukan waktu, ukuran, dan
lokasi umum dari kegiatan sewa guna usa-
ha tersebut. Rencana ini harus didasarkan
pada beberapa pertimbangan, teumasuk
penentuan yang terbaik untuk dapat me-
menuhi kebutuhan energinasional dalam
periode lima tahun'dan besarnya potensi
dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan
yang terkait dengan pembangunan.

Zonasi - Military Training Zones.
Pada gambar 10. Tampak zonasi untuk

berbagai macam latihan militer AS, mulai
dari tempat uji coba senjata, sampai ke




............................

...............................................
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' _"_D_epéfthnén't_of.the Interior Outer Continental Shelf Oil and Gas Strategy '

Gambar no. 10 US O.'l and Gas explorat:on and development leasing areas.
: o (belurn termasuk Alaska dan fainnya).

tempat latihan sonar, namun pada ta-
hun 2004 pihak Natural Resources Defense
Councif (NRDC) AS mulai mempertanyakan
dan.bahkan memaksa Angkatan Laut AS
untuk menghentikan atat meminimalisasi
penggunaan sonar {Low-Freqguency Active
Sonar system) oleh 'kapal-kapal perang-
nya yang dapat mengakibatkan kematian
satwa-satwa laut karena dapat merusak
sistim indera ikan paus, lumba-lumba dan
sebagainya yang pada akhirnya mematikan
satwa-satwa tersebut karena kehilangan
kemampuan bernavigasi (terdampar atau
stress), seperti yang terjadi baru-baru ini
di pantai Florida AS, di mana sebanyak 22
ekor paus jenis Pilot terdampar dan 17
ekor diantaranya mati.

CATATAN (7}
+ Lebih dari 150 kapal perang Amerika Se-

rikat menggunakan pengindraan sonar
frekuensi rendah guna memonitor kapal
selam dan sekitar 300 kapal perang
di dunia memakai sistem vang sama.
Bisa kita bayangkan jika kapal-kapal
perang tersebut melewati ALKl dan
mengaktifkan sistem sonarnya tentu
akan berdampak terhadap kehidupan
satwa laut kita. Pada kenyataannya be-
iakangan ini semakin seringikan paus
dan lumba-lumbasmiati terdampar di
pantai-pantai kita seperti yang terjadi di
pantaj Haingahu, Nusa Tenggara Timur,
49 ikan paus mati terdampar (3 Okt
2012), lalu di pantai Santolo Kabupa-
ten Garut, Wan paus seberat 7 ton (19
Sept. 2012), dan di Pantai Baru, Bantul
- Yogyakarta, ikan paus seberat 5 ton
{2 Agustus 2012) dan lain-lain.
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Gambarno. 10 - US Navy range complexes tidak termasuk Alaska, Hawai, Mariana, Okinawa.

Kalau kita memperhatikan gambar 9
dan 10 diatas, maka jelas zonasi atau
area untuk eksplorasi minyak dan gas
(gbr. 9} berimpit dengan zonasi bagi
latihan angkatan faut AS (gbr10}, dan
mungkin saja bukanlah suatu hal yang
kebetulan jika dalam kegiatan survey
sumber minyak dan gas di dasar laut
dan latihan senar yang dilakukan oleh
angkatan laut AS seperti (AFAST) Atlantic
Fleet Active Sonar Training, kedua-dua-
nya menggunakan sonar yang mem-
bahayakan bagi hewan laut? Demikian
juga pada kegiatan eksplorasi minyak
dan gas penggunaan seismic air guns
buruk bagi ikan paus dan lumba-lumba.
Kalau kita hubungkan dengan lokasi-
lokasi kematian ikan paus di perairan
kita maka bukan tidak mungkin hal itu
disebabkan lalu-lalangnya kapal-kapal
selam di perairan Selatan Jawa dan
perairan di antara ALKI 2 dan ALKI 3.

Sejak tahun 2009 pertimbangan kelesta-
rian lingkungan hidup menjadi hal yang
utama dalam perencanaan program-prog-
ram latihan militer AS di laut, yang dipicu
oleh protes berbagai kelompok masyara—'
kat AS terhadap peristiwa kematian ikan
lumba-lumba di berbagai pantai AS. Sejak
tahun 2004 sampai dengan tahun 2009,
merupakan waktu yang panjang bagi
angkatan laut AS untuk pada akhirnya
menerima keinginan masyarakatnya ter-
kait keharusan mengutamakan lingkung-
an_hidup.dalamsemua program latihan
di laut. Mudah dibayangkan bagaimana
sikap ngototnya angkatan laut AS terha-
dap protes masyarakatnya sendiri, apa-
Iégi mungkin harus berhadapan dengan
protes dari hegara seperti Indonesia untuk
isu yang sama terkait lingkungan hidup
dan pergerakan kapal-kapal perangnya
di perairan kita.




........................

Zonasu pera:ran versus Freedom of
: Nav;gat:on” o

: -Iaut sudah merupakan kewajtban klta se-

' suai UNCLOS Pasal 192 - 237 yang mem-.-'

 bebankan kewa;:ban bagr setiap negara _-perimdungan dan pelestanan lingkungan

pantal untuk mengelola dan 1'nel.'=_‘starukaﬂ_':':"'iautr negara-negara lain menikmati kebe-

..................................................
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_ B_a_h_kan di laut teritorial di mana negar:—_g o
'_.-:_f.ﬁa'r'itéi rhémi!iki kedau!atah kapal-kapal .
o S ' .dari semua negara ‘dapat lalu-lalang me-
Mengelola dan melestankan sumber _aya'-" _5__:nkaat| hak llntas damal Di zona eko- .:
__”.nom: eksklusaf di mana Negara pantaij

--;_.'mempunya[ yUFISdlkSE berkenaan dengan

sumberdaya Eautnya Dan pada pasai194 e

yang dibutuhkan untuk melmdunga dan
melestarikan ekosistem langka atau rapuh
serta habitat punah, spesies terancam atau
hampir punah dan bentuk-bentuk kehidup-
an laut”. Ketentuan ini berlaku untuk setiap
Jenis ruang laut, baik itu perairan peda-
Iama'n,_perairan kepulauan, laut teritorial,
zona ekonomi ekskiusif, landas kontinen,
zona menangkap ikan atau zona ekoiogi
atau laut iepas,

Efektivitas Kawasan Konservasi Perairan
(KKP) pada kenyataannyaisangat tergan-
tung pada tingkat kekuatan negara-negara
yang memberlakukannya. Jika KKP terletak
di darat, maka negara yang bersangkutan
berhak untuk melaksanakan kedaulatan
penuh atasnhya. Situasi ini berbeda untuk
KKP di laut, karena hak-hak Negara-ne-
gara bervariasi dalam kaitannya dengan
kondisi hukum perairan, sesuai evolusi
hukum laut praktek internasional yang
terjadi sekarang ini.

'basan betnavigasi dan penggunaan laut

ayat 5, dijelaskan bahwa Iangkah iangkah - secara intemnasional lainnya yang sah dan

yang diambil untuk mehncung[ dan me--

lestarikan Imgkungan Eaut harus termasuk " dari scle i bagian hak lintas, karena juga

kenyataan Ini adalah sesuatu yang lebih

mencakup hak untuk melakukan latihan
militer di zona ekonomi eksklusif negara
pantai terkait. Ironis memang.

Sejak seorang Belanda bernama Hugo
Grotius (Hugo de groot) mempublikasikan
prinsip “Freedom of the seas™ (Mare Liberum)
pada tahun 1609, kebebasan navigasi telah
menjadi perhatian utama negara-negara
raritim yang kuat. Sebaliknya, perlindung-
an lingkungan laut dari bermacam sumber
pencemaran merupakan masalah yang
sangat baru.

Pada saat prinsip "Freedom of the seas” (Mare
Liberum) diuraikan {abad ke-17), tak seorang
pun membayangkan akan bahaya yang di-
timbulkan oleh kapal-kapal tanker raksasa,
kapal-kapal bertenaga nuklir, pengeboran
lepas pantai, pertambangan polimetalik
nodul (mangan), penangkapan ikan dengan
jaring apung dan banyak kegiatan lain yang
berlangsung di lingkungan laut saat ini.




JURNAL CS!CI VGI Vii No 38 Tahun 2012

------------------------------------------------

_Kmu pnnsup yang m@ngatakan bahwa suatu

negara memiliki hak untuk terhbat dalam
kegaatan kelautan tertentu hanya karena
men;kma’u freedom of the sed (kebebasan
di Iaut), sudah tldak bisa lagi dipertahan-
kan tanpa memberlkan pemeiasan Eebah
!anjut dan s&ap untuk mempemmbangkan
kedudukan yang berbeda (jlka ada), dari
negara negara lain yang juga tertarik untuk
melakukah keglatan kelautan.

Dengan demikian tidak ada alasan bah-
wa UNCLOS harus ditafsirkan berdasar-
kah_kepentingan masa lalu di saat prinsip
Freedom of the sea memainkan peran yang
sangat dominan, dan bukan berdasarkan
kepentingan saat ini, yang menunjukkan
gejala melemahnya prinsip tersebut.

Prinsip tersebut merupakan produk masa
lampau, UNCLOS tidak bisa menghenti-
kan berlalunya wakiu. Perubahan harus
dilakukan untuk rezim UNCLOS apabila
nanti di suatu saat terbukti sudah tidak
memadai. Dalam kenyataannya perubah-
an pada UNCLOS sudah pernah ter;adt
beberapa kali.

CATATAN (8):

Pada gambar no. 7, tampak ada tiga
macam zonasi yang ditetapkan oleh
IMO yaitu SA, PSSA, SECA yang dapat
kita jadikan bukti bahwa prinsip “Free-
dom of the sea, Freedom of navigation”
yang dicetuskan beberapa abad yang

............................................

*lalu oleh negara-negara maritim yang
“kuat berangsur-angsur mengalami
' peieméhan. Pertimbangan kelang-
- < sungan lingkungan hidup merupakan
- -masalah internasional yang semakin
*“kuat bagi negara-negara pantai untuk

menyepakati pembatasan-pembatas-
an yang periu di laut teritorialnya
terhadap semua kapal yang mela-
yarinya.

Ada pendapat bahwa sebenamya UN-
CLOS telah gagal untuk secara tepat
menyeimbangkan yurisdiksi negara
pantai dan kebebasan bernavigasi.
Dengan penetapan FParticularly Sensi-
tive Sea Areas, IMO mengambil lang-
kah untuk memperbaiki masalah ini
dengan memperluas yurisdiksi negara
pantai di wilavah terbatas ZEE, tetapi
belum membuat penggunaan efektif
dari kerangka kerja yang baru ini.

Gejaia pelemahan UNCLOS setelah
keluarnya kesepakatan-kesepakatan
internasional olehs MO bisa kita ar-
tikan bahwa revisi atau amandemen
terhadap UNCLOS terutama prinsip
freedom of navigation sangat besar ke-

~mungkinan akan terjadi. Oleh karena

itu sebelum hal tersebut terealisir, In-
donesia harus menggunakan peluang
ini untuk menetapkan zonasi-zonasi
yang diperlukan di seluruh perairan
nusantara.




....................................................

- Indonesia sekali lagi merupakan ne-
L _gjé_ra ke_p'_tii__a;jah&ang terbesar di dunia
 yang mengajukan proposal ALKI. Zo-
= ' '_n_'a's'_i yang diusulkan-tentu mencakup
E ".-:-5_s'e'm'ruh"zdnasi' iainnya yaitu kawa-
' -'-_-'_::-;':'san—kawasan konservasz perairan dan
B sebagalnya Hai ini seiam didasarkan
o 'Qieh_._a!_asan._hngkungan hidup juga
o .di_rﬁaks'u'dkan sebagai upaya untuk
{secara tidak'langsung) meningkat-
kan kedaulatan NKRI. Inilah peluang
.. -NKRI untuk meredam atau memba-
tasi dampak negatif dari “freedom of
“pavigation”yang merugikan Indonesia
secara sah.

Pengelolaan wilayah laut secara
nasional terpadu

Pada penyelenggaraan World Ocean Con-
ference (WOC) di Manado, 11-14 Mei 2009
yang diitkuti oleh lebih dari 76 negara dan
12 lembaga non pemerintah tingkat du-
nia teiah melahirkan Deklarasi Kelautan
Manado {Manado Ocean Declaration). Dek-
larasi yang terdiri atas 21 butir komitmen
tersebut berisi program penyelamatan
lingkungan laut secara berkelanjutan di
setiap negara yang meliputi perlindungan
terumbu karang, hutan mangrove, biota
laut, deregulasi penangkapan dan perda-
gangan ikan demi kelestarian, dan kerja
sama penelitian kelautan. Menurut Menteri
Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Su-
tardjo potensi ekonomi di laut dan wilayah
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pesisir Indonesia diperkirakan mencapai
1,2 triliun dolar AS per tahun atau setara -

dengan 10-kalilipat APBN tahun 2012. Pe- .

rencanaan pembangunan laut dan pesisir -~
di Indonesia ke depan akan mengadopsi -
ekonomi biru (blue economy). Konsep eko- By
nomi biru, sejalan dengan ekonomi hijau'. _
(green economy), keduanya bahkan saiing: N f'-f .
melengkapi, karena ekonomi biru merupa- %

kan bagian integral dari ekoriomi hijau.

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam
ekonomi biru dapat memperkuat ketahan-
an pangan dan ekonomi demi mencapai
pertumbuhan yang berkelanjutan. Artinya
ekonomi biru” juga harus dapat mendo-
rong keberlanjutan stok ikan, terjamin-
nya ekosistem dan kesehatan lingkungan,
serta mendorong keefektifan pemanfaatan
sumber daya.

Saiah satu cara untuk mencapai tu}uan

kelembagaan pemerintahan dan koordi-
nasi kebijakan di tingkat nasional, regional
maupun internasional, dan salah satu alat
pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut
yang efektif adalah dengan mengembang-
kan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)
atau Marine Protected Areas (MPA). Apabila
kita bandingkan gambar no 11 di bawah ini
yaitu peta zonasi kawasan konservasi per-
airan (Marine Protected Area) di Indonesia
dengan gambar no. 6, 7 dan 9, kita harus
prihatin pada kenyataan bahwa ketegasan
dan keberanian kita dalam masalah maritim




Gambar no, 11 - Marine Protected Area di Indonesia.

di bidang h.anka_'m coh__tohhya peheﬁtuan

ALKI (PP No. 37 tahun 2002), tidak/belum
diimbangi dengan kepentingan maritim
di bidang non hankam antara lain pe-
nentuan zonasi kawasan yang dilindungi
terkait aspek ekonomi, ilmiah, keselamatan
pelayaran, budaya dan sehagainya.

Di sana sini masih kita temukan bahwa
setiap institusi mempunyai peta zonasi
kepentingannya sendiri-sendiri, sebut saja
antara lain dari Bea dan Cukai, Kementerian
Perhubungan, Kementerian kelautan dan
perikanén, Kementerian lingkungan hidup;
Kementerian pertahanan dan keamanan
selain itu ada pula kewenangan peme-
rintah daerah dan pusat. Ketika semua
kepentingan tersebut berbicara tentang
pengelolaan laut maka banyak contoh bah-
wa tidak selalu kebijakannya terkoordinasi.
Maka BAKORKAMLA seharusnya merupa-
kan badan yang dapat mengkoordinasikan
semua kepentingan institusi dan tingkat

pemerintahan menjadi satu kepenting-
an saja yaitu kepentingan Nasional. Ma-
rine Protected Area atau Cagar alam Laut
adalah kawasan perairan yang dilindungi,
dikelola dengan sistem zonasi, untuk me-
wujudkan pengelolaan sumber daya ikan
dan lingkungannya secara berkelanjutan.
Dengan demikian zonasi ini hanya berkait-
an dengan perlindungan lingkungan saja.
Untuk mengefektifkan atau melindungi
MPA atau KKP dari ancaman penceémaran
dan lain-lain maka zonasi tersebut perlu
di kukuhkan secara nasional maupun se-
cara-internasional dengan mengusulkan
kawasan tersebut ke PBB yaitu ke IMO (In-
ternastional Maritime Organization) sebagai
“Kawasan Laut yang Sangat Sensitif” atau
PSSA (Particularly Sensitive Sea Area) sesuai
pedoman yang tercantum dalam Resolusi
IMO A.982 (24). Proses tersebut dilakukan
dengan mengajukan aplikasi kepada badan
IMO yang mengurusi hal tersebut yaitu
Marine Environment Protection Cominittee




.............................................

- .(MEPC) dengan mendapatkan dukungan

_komunltas man’nm mtemas:onaE Untuk
mengajukan aphkasu tersebut d;perlukan -
i p kawasan_

suatu kajaan imgkunga )

tertentu ‘yan '”dlmaksud dan penyusunan i
al profife. ¥ _"..-"Reserve, Peru (2003) -

7. Western European Waters (2004)

8. P_erlljasan Great Barrier Reef PSSA men-

' _enwronm

Persyaratan bagl suatu kawasan pera:ran

untuk ditetapkan sebagal ”Kawasan l_aut_ -
yang Sangat Sen5|t;f" atau PSSA memeriu—'

kan tiga. e!emen persyaratan yaitu

1. Daerah tersebut harus memiliki atribut
tertenty {ekologi, sosial-ekonomi, atau
ilmiah),

2. Daérah itit harus rawan terhadap keru-
sakan yang ditimbulkan oleh pelayaran
internasional,

3. Harus ada langkah-langkah yang da-
pat diadopsi oleh IMO untuk melin-
dungi atribut daerah yang dimaksud
dari kerawanan terhadap kerusakan
oleh pelayaran internasional. Apa-
bila disetujui oieh iMJ, maka akan
menjadi daerah yang diidentifikasi
sebagai “Kawasan Laut yang Sangat
Sensitif” (Particularly SensitiveSea Area)
‘dan IMO akan mengadopsi langkahs-

langkah yang harus dipatuhi oleh
- kapal-kapal yang melintasinya.

Sampai saat ini IMO telah rhenentukan

beberapa PSSA sebagai berikut:

1. The Great Barrier Reef, Australia
(1990) ‘

2. The Sabana-Camaguey Archipelago,
Cuba (1997)
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3. Ma]pelo Island, Colombia (2002) .’
4 ‘The sea around the Flonda Keys, United
States (2002) .- '

:5 The Wadden Sea Denmark, Germany,

: Netherﬁands (2002) 6.Paracas National

_ '&__a_l_;up Selat'_fc_)_rrés (Australia, Papua New
~ Guinea) (2005)

9. Canary Islands, Spain (2005)

10. The Galapagos Archipelago, Ecuador
(2005)

11. The Baltic Sea area, Denmark, Estonia,
Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Po-
land and Sweden (2005}

12. The Papahanaumokudkea Marine Na-
tional Monument, United States (2007)
13. The Strait of Bonifacio, France and
italy (2011)

Menurut Pakar Hukum Laut Prof. Dr.
Hasjim Djalai paling sedikit ada lima
kawasan yang berpotensi dapat masuk
PSSA. Kelima kawasan itu adalahSelat
Malaka dan Selat Singapura, Segitiga
Terumbu, Koridor Alor-Solor, kawasan
konservasi maritim dan kawasan eko-
logi Sulawesi-Sulu. Ketika suatu daerah
telah disetujui sebagai Kawasan Laut
yang Sangat Sensitif (PSSA), maka lang-
kah-langkah tertentu dapat digunakan
untuk mengontrol kegiatan maritim di
daerah itu, seperti langkah-langkah
penetapan jalur pelayaran (Routing),
penerapan yang ketat sesuai MARPOL
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L dan persyaratan peraiatan kapal sep@rtl

"'s'kapal tanker mmyak serta pemasang-

o ian SIStrm pengawasan lalu- Ilntas kapal
atau- Vessel Traﬁic Servrces (VTS) '

Da sampmg PSSA Konvens; Intemas;onaf

__ '.-.j-tentang Pencegahan Pencemaran darf Ka- *
- -pal (MARPOL)juga memfasnhtass penentuan

“.daerah laut tertenty sebagai “Special Areas”
B .'(kawasan khusus) yang didefinisikan seba—
- gai’suatu wilayah laut di mana untuk alas-
an teknis yang diakui dalam kaitan kondisi
oceanographical dan ekologi serta karakter
tertentu dari lalu lintas pelayarannya, me-
merlukan penerapan metode khusus yang
-wajib demi pencegahan pencemaran di
Jaut oieh minyak, zat cair berbahaya atau
sampah, sebagaimana berlaku, sesuai ke-
- perluan. *

Dalam kaitan special greas dengan pen-
cemaran akibat lalu lintas pelayaran, perfu
kita simak gambar nomor 12 di bawah ini
yang memperiihatkan lokasi-lokasi kontrak

- ._"keglatan mdustn m:nyak dan gas Iepas

pantai

_ Menurut Resolum IMO A 927 (22), Pedoman

Penetapar ”Specral Areas”d; bawah MAR~

AFOL 73/78 Untuk mendapatlfan penetapan

daerah. khusus, usulan pemermtah harus

'memperllhatkan bahwa persyaratan dasar
. MARPOL tidak memberlkan per!mdungan

yang memadaf bagx kawasan yang akan
diusulkan. Selain ity, penetapan kawasan
khusus oleh IMO tidak akan berlaky ke—
cua_i_s ada fasilitas penerimaan (Recept;on
Facilities} yang memadai tersedia di daér_ah
yang bisa digunakan sebagai penam;ﬁung
zat berbahaya tertentu dari kapal-kapal
terkait.

Pada gambar nomor 12 tergambar peta
lokasi-lokasi kontrak eksplorasi migas di
perairan Indonesia secara logika kita bisa
memperkirakan bahwa sudah pasti pera-
latan penanggulangan pencemaran telah
ada di lokasi, di sekitar maupun di dekat

Gambar no. 12 - Indonesia Petroleum contract Area Map.




........................................

-f::-"lokasn-ldkééi ke'g'iétéﬁ'ék'sbi'érési tersebut.
' Menglngat kontraktor—kontraktor yang ter-

- -:_Iibat merupakan perusahaan perusahaan

"--'ﬁfm;gas_terkemuka di_dunia yang punya

o -'_;standar perusahaan maupun sistim per—

_';_-_imdungan asuransi. pasu mensyaratkan
- '{'-keiengkapan peraiatan peralatan pence—
___-gahan dan penanggulangan pencemarm
_'an Namun hal |tu tidak cukup | kalau kita
X harLc memperhltungkan juga lalu-lintas
_pe!ayaran darl kapal- -kapal mega ukuran
'_'yang berpotensa penyebab pencemaran
:_dx peralran kita yang sebagaan besar di-
ke_i__mngl pulau-pulau.

Kriﬁeria untuk identifikasi zonasi Particu-
larly Sensitive Sea Area (PSSA) dan kriteria
p_e_n_unjukan zonasi Special Aregs {SA)
tidak saling eksklusif. Dalam banyak ka-
sus PSSA dapat diidentifikasi dalam SA
dan sebaliknyaSA di dalam zonasi PSSA.
Sebagai contoh pada gambar nomor 7,
kita lihat perairan Eropa Barat ditetap-
kan sebagai kawasan PSSA dan di dalam
kaWasa_n PSSA juga ditetapkan:kawasan
SA da_n sebagian dari itu kawasan SECA
{502, Er_nission Controf Areal).

~
Kawasan SECA adalah daerah laut / pesisir

i

yang peka terhadap emisi gas 502, dan®
juga sebagai daerah di mana kapal-kapal
diharuskan menggunakan bahan bakar
yang lebih bersih ber sulfur rendah (seperti
minyak gas / gas alam cair) atau alternatif
tertentu dengan pemasangan suatu sis-

...............................................

“tem yang mengekstrak emisi 502 sebelumf:"
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keluar dari cerobong asap. Pencemaran':
udara dari aktivitas pelayaran telah meng- .
aklbatkan 50.000 kematian prematur per._'
tahun di Eropah. Emisi 502 juga menjad:_:
'penyebab hujan acid yang mempengaruhi:
kesuburan tanah dan air tawar dan me-
rusak keanekaragaman hayati. Pada tahun
2009 Canada dan AS telah meminta IMG
untuk menetapkan sebagian besar dari
wilayah perairannya (sejauh 200 mil faut :
dari garis pantainya) untuk ditetapkan
sebagal zonasi ECA (Emission Control Area)
yang di terima oleh IMO dan diberlakukan
sejak 1 Agustus 2011. Negara-negara Ero- |
pah akan memberlakukan denda sebesar . ;
25,000 poun Inggris terhadap kapal-kapal
yang melanggar ketentuan. Halini dimak-
sudkan agar kawasan Eropa dapat segera
menyamai ketertiban yang sudah dicapai
oleh Canada maupun Amerika Serikat.

CATATAN (9)

Berbagai zonasi yang telah ditetapkan
terkait lingkungan_ hidup, ekonomi,
budaya, keselamatan pelayaran, ilmiah
dan sebagainya yang terkait dengan
kepentingan masing-masing institusi
di Indonesia sebaiknya dikoordinasi-
kan melalui BAKORKAMLA/Kementeri-
an Luar Negeri untuk diajukan sebagai
PSSA, SA maupun SECA ke badan
internasional IMO seperti yang dilaku-
kan oleh Inggris (lihat gambar no. 7).
Maka secara tidak langsung sebenat-
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..............................................

nya sudah mencakup kepentlngan a
- secara nasaonai Berkaltan dengan pe-

"':'_'negakan kedaulatan NKRi adalah dari
~“penentuan zonasu secara ﬁsuk artinya
:zonaSI PSSA yang mencakup berbagal

' : kawasan per]mdungan 1tu hendaknya :
o 'd:deaam sedem;kzan rupa agar meng-'

aplt ataL meilputl ALK%-ALKI seésuai
PP noi37 Tahun 2002, seh:ngga baik
“Udi ALK atau di luar ALK, berbagai
sangsi hukum nasional dapat diberla-
kukan b_ag_i kapal-kapal bendera asing
maupun nasional yang melanggar.
Dengan demikian ada dasar hukum
yang kuat bagi institusi keamanan kita
guna melakukan pengawasan serta
penindakan terhadap semua kapal
“asing yang melayari perairan kita.
Selanjutnya, kalau memungkinkan
ditinjau dari aspek hankam, di dalam
pengajuan zonasi PSSA, SA maupun
SECA ke IMO, Indonesia juga harus
melakukan, suatu pengajuan yang
tidak umum dan tidak sama dengan
negara lainnya yaitu secara transpa-
ran mengajukan “Indonesian Military
Training Zone” yang tentunya dibuat
tidak bertumpuk dengan zonasi per-
lindungan lingkungan hidup maupun
kawasan-kawasan lainnya tetapi se-
bagian dibuat cukup dekat dengan
wilayah-wilayah ALKI, sehingga hal
ini diharapkan akan menimbulkan
kesadaran dunia bahwa Indonesia ti-
dak melakukan standar ganda seperti
yang dilakukan oleh negara-negara

L T L L I

- ytama f:iencetus pelestarian Eingkur_zgj -
~ an hidup 'yang menumpuk zonasi
“fatihansmiliternya dengan zonasi -
_periindungén lingkungan hidupny_a_;

~ tetapi justru menetapkan sebagian;

" kawasan-kawasan dekat ALKl untuk-
latihan militer sekaligus menjaga lalu-
lintas internasional dari gangg&én-:

- keamanan seperti perompak atau.
kecelakaan di laut.

Pada gambar no. 8 dan 10, secara jelas ter-
lihat bahwa kawasan latihan militer Inggris
dan Amerika Serikat berimpit bahkan pada
wilayah tertentu meliputi seluruh kawasan
perairan yang dilindungi baik dengan MPA,
SA, PSSA maupun SECA. Sebenarnya hal
itu akan menimbulkan pertanyaan, ba-
gaimana mungkin wilayah latihan militer
yang mencakup penggunaan amunisi,
sonar dan aktifitas lainnya yang destruktif
terhadap lingkungan hidup bisa berimpit
dengan kawasan MPA, SA, PSSA dan SECA,
bahkan berimpit dengan Wilayah-wilayah
eksplorasi Migas yang sangat bernilai eko-
nomis. Jawabannya bisa sederhana bisa
juga rumit-Tetapl kalau kita melihatnya
secara sederhana jawabannya akan ter-
kesan spekulatif yaitu mungkin saja zona-
si-zonasi latihan militer itu dimaksudkan
untuk melindungi kawasan perairan yang
ditindungi dengan berbagai atribut seperti
MPA, SA, PSSA dan SECA karena secara
realitas penyelenggaraan latihan militer
Inggris dan A.S. yang destruktif umum-
nya dilakukan jauh dari wilayah utama




......................

:'-'"-_.""l_negaranya Bagl_ nggrls mungkm Iatthan. '

_ ' _m:hternya dladak'an di salah satu watayah
' _'_negara anggota Persemakmurannya dan

e '-Amer;ka Serlkat bertatlh di berbagal Iokasn
: :'_.dl Samudera Pamﬁk Okmawa, Fli:pma dan
_-negara negara la:nnya Kita tentu mgaf :
' "-dengan pu!au pulau terpencul seperti Bi-

:_'_k:m Atol, Kmtmati (Chnstmas), Mururoa di

':_'_Samudera Pasaﬁk yang merupakan tempat

' u;: coba bom nukhr, hidrogen yang dilaku-
_-kan oleh AS inggns dan Perancis.

Lafiha_h' militér 'biasanya diumumkan de-
ncja_'_n tidak jélas_seperti misalnya akan di-
adakan 2X setahun tanpa keterangan wak-
tunya, juga wilayah latihan dari beberapa
pilihan tepatnya tempat mana juga tidak
diberitahukan jauh sebelumnya. Mudah
ditebak, mu'ngkin hal itu sengaja demi ke-
rahasiaan ataujuga demi legitimasi suatu
tindakan militer terhadap pihak-pihak yang
akan atau diduga akan melanggar salah
satu wilayahnya yang dilindungi.

Berdasarkan pengalaman ‘rekan-rekan
penulis sekitar 20-30 tahun silamuketika
mereka berlayar di atas .kapal niaga milik
salah satu perusahaan pelayaran nasional,
ketika melewati Okinawa firing range mi-
lik angkatan laut AS di perairan Jepang,
walaupun tidak ada pengumuman jadwal
latihan melalui NTM (Notice to Mariners)
atau saluran lainnya, saat kapalnya me-
masuki wilayah tersebut, mereka ditegur
melalui radio VHF dan diusir agar men-
jauh, demikian juga di Samudera Hindia

.............................................
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wala@puhjaraknya ratusan mi[ dari pulau
Diego Garcia tetap saja kapal mereka di- = |
hubungi dan diinterogasi lewat radio VHF c

oleh pesawat patroli AS. Selanjutnya pulau

Ushant di wilayah Perancis salah satu kapal : ':. - '
milik suatu perusahaan tempat rekan pe-
' nuhs.bekerja sempat digiring dan dipaksa | : '_
masuk ke pelabuhan terdekat oleh kapal = "

perang Perancis untuk diperiksa karena
dianggap berlayar terlalu dekat dengan
pantai pulau tersebut. Dengan demikian
tampaknya Freedom of navigation hanya
berlaku bagi negara-negara yang kuat
dan yang menarik adalah pemeriksaan
tidak dilakukan di faut, tetapi kapal niaga
Indonesia tersebut di paksa dan digiring
masuk pelabuhan untuk diperiksa secara
menyeluruh. Apakah mungkin Indonesia
dapat melakukan hal yang sama, tentu
dengan adanya segudang alasan hukum
yang febih banyak dibandingkan dengan
era tiga dasawarsa yang lalu umpamanya
Port State Control dan lain-lain?

Kesimpulan

Konsep negara kepulauan kita telah di-
terima oleh masyarakat internasional,
hamun belum ada penetapan alur laut
kepulauan yang sukses sejak perjanjian
mutlai berlaku. Hal ini terbukti dengan
masalah ALKl yang masih belum tuntas
karena tuntutan adanya ALK Timur Barat
yang tidak dipenuhi oleh Indonesia sam-
pai saat ini. IMO dirundung kontroversi
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Y masa!ah ALKi oieh tekanan-tekanan dan :

kelompok negara negara anggota yang
menginginkan akses ke pera[ran Indones;a
secara maksimal. Dengan. menetapkan PP
37. tahun 2002 berkaitan.dengan tiga buah
ALK bagi peralran kepulauan indonesm
' “dan menuntut kapal- kapal ydng transit

S di luar ALKI tersebut tunduk kepada ‘in-

’ nocenrpassage secara tzdak iangsung telah
memperlihatkan bahw_a Indones_ia ielah
menolak kebijakan IMO terkait “partial
designation? Dengan demikian IMO te-
iah gagal membuktikan klaimnya sebagai
badan internasional yang berkompeten
sesual UNCLOS pasal 53 ayat 9 untuk me-
nentukan Alur Laut Kepulauan.

Kalau Presiden SBY dalam pidato upacara
HUT TNi ke 67 di Lanud Halim Perdanaku-
suma, Jakarta Timur, pada 5 Oktober 2012
di depan para Prajurit dan Tamu-tamu
asing mengatakan ” ... Indonesia cinta
damai, tapi NKRh.harga mati” maka sesuai
prinsip bangsa Indonesia dalam meman-
dang lautnya sesuai "wawasan husantara”
yaitu bahwa laut adalah bagian dari ke-
satuan wilayah yang merupakan meédia
pemersatu bangsa dan sumber kehidupan
bangsa sejak dahuly, sekarang dan selama-
nya, maka atas dasar ituiah kita harus sadar
bahwa upaya-upaya intermasionalisasi wa-
laupun hanya sebagian dari perairan kita,
sebagai suatu upaya pelemahan eksistensi
NKRI. Namun Indonesia yang cinta damai
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,
dengan memanfaatkan badan dan hukum

..............................................

internasional yang sama Indonesia harus

siap menggunakan semua peluang secara _
cerdas untuk memastlkan bahwa wawa—_
san nusantara” tetap terjaga seiamanya'
dan bukan berubah menjadi,“wawasan.
nusa:ntema_saona_l”. Sem_o_ga_! ' '

Saran

+ Perlu adanya upaya untuk meningkat-
kan dan memperjelas koordinasi semua
instansi yang memiliki kepentingan
di perairan laut di bawah kendali BA-
KORKAMLA.

»  Perlu segera menetapkan zonasi-zonasi
di seluruh wilayah perairan indonesia
sesuai kebutuhan yang terdiri dari MPA,
PSSA, SA, SECA dan Kawasan-kawasan
kKhusus untuk latihan militer tanpa ke-
cuali termasuk di daerah ALKI serta
mengajukannya ke IMO.
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